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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari penelitian yang penulis lakukan tentang Transaksi 

Gadai Dari Penggarap Lahan Pertanian Yang Diberi 

Kewenangan Pemanfaatannya Oleh Pemilik Persepektif 

Hukum Islam,maka kesimpulannya adalah sebagai berikut: 

1. Hukum pelimpahan pemanfaaan lahan pertanian di Desa 

sindang asih diperbolehkan dan sah dalam hukum islam 

karena dalam fikih muamalah terdapat milk al-manfaat 

as-syakhshi atau haq intifa yang didalam nya terdapat 

dalam ibahah yang diberikan izin oleh pemiliknya untuk 

memanfaatkan suatu barang dengan seizin pemilik lahan. 

Karena adanya izin dari pemilik lahan untuk menggarap 

sebidang lahan yang belum di bangun untuk perumahan. 

Hukum adat berperan dalam hak tanah yang bersifat 

sementara yang biasa disebut dengan hak menumpang. 



90 
 

Izin  tersebut tidak ditentukan dalam pembagian hasil dari 

penggarap dengan pihak PT Delta Mega Persada. Karena 

dalam hal ini yang terpenting bagi pihak PT Delta Mega 

Persada tidak boleh melewati batas waktu yang telah 

ditentukan dan melanggar ketentuan hak milik lahan 

tersebut.  

2. Hukum penggarap yang menggadaikan lahan tersebut ini 

sudah menyimpang dari jalur hukum islam maupun 

hukum positif dikarenakan pak Komar sebagai penggarap 

lahan yang sudah dijual nya. Melainkan bukan pemilik 

dari barang gadai tersebut dalam ilmu fiqih sudah 

dijelaskan bahwa salah satu rukun tidak terpenuhi maka 

batal akad tersebut. para Ulama Fiqih menjelskan 

bahwasannya tidak boleh menggadaikan lahan pertanian 

yang bukan hak miliknya terkecuali dengan seizin pemilik 

lahan tersebut. Hal ini juga ada unsur ghasab dalam akad 

gadai nya karena tidak terus terangnya pihak pemberi 

gadai kepada pihak penerima gadai, bahwa barang yang 

digadaikanya bukan pemilik si pemberi gadai melainkan 
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tanah yang hanya ia garap. Akad gadai ini tidak sah dan 

batal dalam hukum islam.KUHPerdata juga menjelaskan 

dalam pasal 1154 “apabila debitur ternyata tidak 

memenuhi kewajiban-kewajibannya. Begitu pula jika 

terdapat janji yang bertentangan dengan larangan 

tersebut,mengakibatkan perjanjian gadai menjadi batal 

dan dianggap tidak pernah terjadi gadai” sudah tertera 

jelas dalam pasal ini apabila debitur (pemberi gadai) tidak 

memenuhi kewajibannya dan bertentangan dengan 

larangan gadai maka, gadai tersebut batal dan tidak sah. 

3. Akibat hukum yang terjadi dalam kasus gadai di desa 

Sindang Asih ini,sudah sangat melawan hukum baik itu 

hukum islam maupun hukum positif yang di perkarakan 

dalam hukum islam nya dalam bentuk unsur ghasab dan 

hukum positifnya dalam bentuk penggelapan. Dalam 

kasus ini terdapat kejahatan stellionaat adalah bentuk 

kasus penggelapan yang meliputi : menjual, tanggungan, 

menukarkan, menyewakan, menggadaikan, terhadap hak 

memakai atas tanah. Apabila kasus yang terjadi oleh pak 
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Komar ini di lanjutkan kepada pihak yang berwenang 

paling tidak pak Komar akan dikenai penjara empat tahun 

dan denda Sembilan ratus rupiah. Karna dalam 

KUHPidana sudah jelas tertera dalam pasal 385 termasuk 

dalam golongan tindak pidana stellionaat dalam unsur 

tersebut dijelaskan bahwa Menggadaikan atau 

menyewakan atau menukarkan tanpa hak. 

B. SARAN 

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat 

diperhatikan oleh masyarakat luas. Bahwasannya dalam 

praktek gadai antara pemberi gadai(rahin) dan penerima 

gadai (murtahin) harus lebih berhati-hati untuk melakukan 

transaksi gadai mengenai jangka waktu dan barang jaminan. 

Banyak yang perlu di perhatikan dalam masyarakat tentang 

mengenai gadai baik dalam rukun, syarat bukti jaminan dalam 

memperkuat suatu bukti apabila terjadinya wanprestasi di 

kemudian hari. Dikhawatirkan adanya unsur penipuan dan 

penyalahgunaan hak milik orang lain yang akan di 

timbulkannya melawan hukum. 


